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BUPATI BADUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
 

NOMOR 26 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BADUNG, 
 
 
Menimbang : a. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan 
berdasarkan        prinsip - prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 

b.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Badung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan telah 
tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau 
kembali; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan  huruf 
b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan; 

 
Mengingat          :  1. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II 

dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844;   

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 5049): 

5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
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Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II 
Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D 
Nomor 1);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung Nomor  4); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 
dan 

BUPATI BADUNG 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN. 
 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Badung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Badung. 

5. Pejabat  adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 
ruang, serta pengguanaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.       
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8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi kegiatan 
peninjauan desain,  pemantauan pelaksanaan pembangunannya dan pengawasan 
penggunaan bangunan. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan  yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 
atau denda. 

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 

14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta serta 
menemukan tersangkanya. 

15. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan didalam dan di luar 
bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan 
gedung. 

 
 

BAB II 
 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan 
yang diberikan dalam pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan 

desain dan pemantauan pelaksanan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan 
koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien 
ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang 
meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang 
menempati bangunan tersebut. 

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau 
bangunan yang memiliki fungsi sosial keagamaan, fungsi sosial dan budaya. 
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Pasal 4 
 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan 
Bangunan dari Pemerintah Daerah. 

 
BAB III 

 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 5 

 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
BAB IV 

 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

 
(1)   Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 

penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi 
(2)   Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diukur dengan menggunakan indeks. 
(3)   Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu : 

a. Indeks kegiatan; dan 
b. Indeks parameter. 

(4)   Besaran indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 
 
 
 
 

BAB V   
 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 
 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 
Pasal 7 

 
(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk 

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan. 

(2)   Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

 
BAB VI 

 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 8 
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(1)  Struktur dan besaran Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan : 
a. Kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan    pembangunan : 

1. Pembangunan Bangunan Gedung Baru. 
Retribusi pembangunan gedung baru dihitung berdasarkan luas bangunan 
(L) dikalikan dengan Indeks terintegrasi (It) dikalikan dengan Harga Satuan 
Bangunan Gedung (HSbg) atau dengan   Rumus : 
 

 
2. Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung 

Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dihitung berdasarkan luas 
bangunan (L) dikalikan dengan Indeks terintegrasi (It) dikalikan dengan 
tingkat kerusakan (Tk) dikalikan dengan Harga Satuan Bangunan Gedung 
(HSbg) atau dengan Rumus : 
 

 
3. Untuk Bangunan Gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, 

Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari 
biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya atau Kontrak. 

4. Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung. 
Retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan 
luas/ volume/ panjang prasarana bangunan gedung (L/V/P) dikalikan dengan 
Indeks (I) dikalikan dengan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung 
(HSpbg) atau dengan Rumus : 

 
 

atau  
 
 

atau  
 
 

5. Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung. 
Retribusi Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan 
luas/volume/ panjang prasarana bangunan gedung (L/V/P) dikalikan dengan 
Indeks (I) dikalikan dengan Tingkat kerusakan (Tk) dikalikan dengan Harga 
Satuan Prasarana Bangunan Bangunan Gedung (HSpbg)  atau dengan 
Rumus : 

 
 

atau 
 
 

atau 
 
 

6. Untuk prasarana bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung 
luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima 
persen) dari biaya pelaksanaan sesuai Rencana Anggaran Biaya atau 
Kontrak. 

7. Pembangunan menara Telekomunikasi Seluler 

V x I x 1,00 x HSpbg

P x I x 1,00 x HSpbg 

L x I x Tk x HSpbg 

V x I x Tk x HSpbg 

P x I x Tk x HSpbg 

L x I x 1,00 x HSpbg 

L x It x Tk x HSbg 

L x It x 1,00 x HSbg


